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Menimbang

Mengingat

a.

(=

BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah,
secara tertib, efektif, efisien, bermanfaat dan bertanggung
jawab dalam penyusunan RKA-OPD perlu menyusun
Analisis standar biaya;

bahwa analisa standar biaya yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 sudah tidak lagi
sesuai dengan perkembangan vang ada, sehingga perlu
dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan scbhagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Analisis Standar
Biaya;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan




Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebgaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-




Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembmmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Wondama Tahun 2019 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN
2020 TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA TAHUN 2021.




PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf A Peraturan Bupati Nomor
29 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Biaya Tahun 2021 diubah, sehingga
Pasal 4 Ayat (2) huruf A berbunyi sebagi berikut:

Pasal 4
(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
A. Analisa Standar Biaya Kegiatan Non Fisik :
1. Dihapus;
Dihapus;
Dihapus;
Dihapus;
Monitoring Evaluasi;
Survei;
Dihapus;
Dihapus.
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Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk
Wondama.

Ditetapkan di Rasiei

pada tanggal 2 Februari 2021
PARAF HIRARKI

Sekretaris Daerah

BUPATI TELUK WONDAMA,
\

Asisten Bid. Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

BERNADUS A. IMDURI
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Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 2 Februari 2020
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S DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

-—

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2021 NOMOR 5




